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ABSTRACT   

The advancement of digital technology has transformed various aspects of government 
governance, including tax administration systems. The digitalization of tax 
administration is a strategy adopted by many countries to enhance the effectiveness of tax 
collection, improve service quality for taxpayers, and strengthen oversight regarding 
potential state revenue leakage. In recent years, the utilization of technologies such as 
Artificial Intelligence (AI), Big Data Analytics, Machine Learning, and Cloud 
Computing has become increasingly significant in tax reform. Indonesia has also 
undergone a transformation through the implementation of digital-based tax 
administration systems, the development of the Core Tax Administration System (CTAS), 
the adoption of e-Filing, e-Bupot, and e-Faktur, and the integration of tax data with 
various government agencies. This article aims to analyze contemporary issues in taxation 
related to the digital transformation of tax administration and its implications for 
taxpayer compliance. The study employs a qualitative approach via a literature review, 
analyzing various scholarly journals, international organization reports, and relevant tax 
regulations. The findings indicate that the digitalization of tax administration can 
enhance service efficiency, accelerate administrative processes, reduce compliance costs, 
and strengthen the tax authority's capacity to detect tax avoidance and tax evasion 
practices. Conversely, digital transformation also presents challenges regarding personal 
data protection, cybersecurity, the digital literacy gap, human resource readiness, and the 
need for regulations that adapt to technological advancements.  
Keywords: Digital Transformation, Tax Administration, Artificial Intelligence, 
Taxpayer Compliance, Big Data, Tax Reform.  
  

ABSTRAK  

Perkembangan teknologi digital telah mengubah berbagai aspek tata kelola 

pemerintahan, termasuk sistem administrasi perpajakan. Digitalisasi 

administrasi perpajakan merupakan strategi yang diterapkan berbagai negara 

untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak, memperbaiki kualitas 
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pelayanan kepada wajib pajak, serta memperkuat pengawasan terhadap potensi 

kebocoran penerimaan negara. Dalam beberapa tahun terakhir, pemanfaatan 

teknologi seperti Artificial Intelligence (AI), Big Data Analytics, Machine 

Learning, dan Cloud Computing menjadi isu yang semakin penting dalam 

reformasi perpajakan. Indonesia juga telah melakukan transformasi melalui 

implementasi sistem administrasi perpajakan berbasis digital, pengembangan 

Core Tax Administration System (CTAS), penggunaan e-Filing, e-Bupot, e-

Faktur, serta integrasi data perpajakan dengan berbagai instansi pemerintah. 

Artikel ini bertujuan menganalisis isu-isu kontemporer dalam bidang perpajakan 

yang berkaitan dengan transformasi digital administrasi perpajakan serta 

implikasinya terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian menggunakan 

pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan menganalisis berbagai 

jurnal ilmiah, laporan organisasi internasional, dan regulasi perpajakan yang 

relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan 

mampu meningkatkan efisiensi pelayanan, mempercepat proses administrasi, 

mengurangi biaya kepatuhan (compliance cost), serta memperkuat kemampuan 

otoritas pajak dalam mendeteksi praktik penghindaran pajak (tax avoidance) 

maupun penggelapan pajak (tax evasion). Di sisi lain, transformasi digital juga 

menghadirkan tantangan berupa perlindungan data pribadi, keamanan siber, 

kesenjangan literasi digital, kesiapan sumber daya manusia, serta kebutuhan 

regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.  

Kata Kunci: Transformasi Digital, Administrasi Perpajakan, Artificial 

Intelligence, Kepatuhan Wajib Pajak, Big Data, Reformasi Perpajakan.  

 

  

PENDAHULUAN  

Pajak merupakan sumber utama 

penerimaan negara yang memiliki 

peran strategis dalam mendukung 

pembangunan nasional. Sebagian 

besar pembiayaan belanja pemerintah 

Indonesia berasal dari penerimaan 

perpajakan, sehingga efektivitas sistem 

administrasi perpajakan menjadi 

faktor yang sangat menentukan 

keberhasilan pembangunan ekonomi. 

Dalam beberapa dekade terakhir, 

perkembangan teknologi informasi 

telah mendorong terjadinya 

transformasi besar pada sistem 

administrasi perpajakan di berbagai 

negara. Digitalisasi tidak lagi 

dipandang sebagai pilihan, melainkan 

sebagai kebutuhan untuk menciptakan 

sistem perpajakan yang lebih efisien, 

transparan, dan akuntabel. 

Transformasi digital administrasi 

perpajakan merupakan bagian dari 

reformasi birokrasi yang bertujuan 
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meningkatkan kualitas pelayanan 

publik sekaligus memperkuat fungsi 

pengawasan. Organisasi internasional 

seperti Organisation for Economic Co-

operation and Development (OECD) 

dan International Monetary Fund 

(IMF) menempatkan digitalisasi 

sebagai salah satu strategi utama 

dalam meningkatkan kepatuhan pajak 

serta mengurangi tax gap. Melalui 

pemanfaatan teknologi informasi, 

otoritas pajak mampu mengolah data 

dalam jumlah besar (big data), 

melakukan analisis risiko secara 

otomatis, serta mengidentifikasi 

potensi ketidakpatuhan wajib pajak 

secara lebih cepat dan akurat. 

Pemanfaatan Artificial 

Intelligence dalam administrasi 

perpajakan menjadi salah satu isu yang 

paling banyak dibahas dalam beberapa 

tahun terakhir. AI memungkinkan 

otoritas pajak melakukan analisis 

terhadap jutaan transaksi secara 

otomatis, mendeteksi pola 

penghindaran pajak, mengidentifikasi 

risiko kepatuhan, hingga memberikan 

pelayanan berbasis chatbot. Meskipun 

demikian, penggunaan AI juga 

menimbulkan persoalan mengenai 

transparansi algoritma, perlindungan 

data pribadi, keamanan informasi, 

serta potensi diskriminasi dalam 

pengambilan keputusan otomatis. 

Berdasarkan latar belakang 

tersebut, artikel ini bertujuan 

menganalisis berbagai isu 

kontemporer mengenai transformasi 

digital administrasi perpajakan di 

Indonesia, mengidentifikasi peluang 

dan tantangan implementasi Artificial 

Intelligence dalam administrasi 

perpajakan, serta merumuskan 

implikasi kebijakan yang dapat 

mendukung peningkatan kepatuhan 

wajib pajak di era digital. 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Konsep Administrasi 

Perpajakan Modern 

Administrasi perpajakan 

merupakan seluruh rangkaian 

kegiatan yang dilakukan oleh otoritas 

pajak dalam rangka menghimpun 

penerimaan negara melalui proses 

pendaftaran wajib pajak, pelaporan, 

pembayaran, pemeriksaan, penagihan, 

hingga penegakan hukum perpajakan. 

Administrasi perpajakan yang efektif 

tidak hanya berorientasi pada 

peningkatan penerimaan negara, 

tetapi juga harus mampu memberikan 

pelayanan yang mudah, cepat, 

transparan, dan akuntabel kepada 

masyarakat. 

Di Indonesia, reformasi 

administrasi perpajakan diwujudkan 

melalui berbagai inovasi seperti e-

Registration, e-Filing, e-Billing, e-

https://journalversa.com/s/index.php/jiet
https://journalversa.com/s/index.php/jiet


Ekonometrika: Jurnal Ilmiah Ekonomi Terapan 

https://journalversa.com/s/index.php/jiet 

39 

Vol. 6, No. 3 

Agustus 2026 

Faktur, e-Bupot, dan pengembangan 

Core Tax Administration System 

(CTAS). Sistem tersebut dirancang 

untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan sekaligus memperkuat 

basis data perpajakan nasional 

sehingga proses pengawasan menjadi 

lebih efektif dan efisien. 

2. Teori Kepatuhan Wajib Pajak 

(Tax Compliance Theory) 

Kepatuhan wajib pajak 

merupakan kondisi ketika wajib pajak 

memenuhi seluruh kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Dalam literatur perpajakan, kepatuhan 

dibedakan menjadi kepatuhan formal, 

yaitu kepatuhan dalam memenuhi 

kewajiban administratif seperti 

pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), 

dan kepatuhan material, yaitu 

kepatuhan dalam menghitung, 

membayar, serta melaporkan pajak 

sesuai dengan kondisi yang 

sebenarnya. 

3. Technology Acceptance Model 

(TAM) 

Technology Acceptance Model 

(TAM) yang dikembangkan oleh Davis 

menjelaskan bahwa penerimaan 

seseorang terhadap suatu teknologi 

dipengaruhi oleh dua faktor utama, 

yaitu Perceived Usefulness (persepsi 

manfaat) dan Perceived Ease of Use 

(persepsi kemudahan penggunaan). 

Dalam administrasi perpajakan, 

wajib pajak akan lebih bersedia 

menggunakan layanan digital apabila 

mereka merasa bahwa sistem tersebut 

memberikan manfaat nyata, seperti 

menghemat waktu, mengurangi biaya 

administrasi, mempercepat proses 

pelaporan, serta meningkatkan 

kenyamanan. 

4. Theory of Planned Behavior 

(TPB) 

Theory of Planned Behavior yang 

dikembangkan oleh Ajzen 

menjelaskan bahwa perilaku seseorang 

dipengaruhi oleh niat (behavioral 

intention), yang dibentuk oleh tiga 

komponen utama, yaitu: 

1. Sikap terhadap perilaku 

(Attitude), yaitu pandangan 

wajib pajak terhadap pentingnya 

membayar pajak. 

2. Norma subjektif (Subjective 

Norms), yaitu pengaruh 

lingkungan sosial terhadap 

perilaku wajib pajak. 

3. Perceived Behavioral Control, 

yaitu persepsi mengenai 

kemudahan atau kesulitan dalam 

melaksanakan kewajiban 

perpajakan. 
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5. Artificial Intelligence dalam 

Administrasi Perpajakan 

Artificial Intelligence (AI) 

merupakan teknologi yang 

memungkinkan komputer melakukan 

proses analisis, pembelajaran, serta 

pengambilan keputusan berdasarkan 

data yang tersedia. Dalam administrasi 

perpajakan, AI digunakan untuk 

membantu otoritas pajak dalam 

berbagai aktivitas, antara lain: Analisis 

risiko kepatuhan wajib pajak, deteksi 

transaksi yang mencurigakan, 

identifikasi praktik tax avoidance, 

otomatisasi pemeriksaan pajak, 

pelayanan wajib pajak melalui chatbot, 

prediksi potensi penerimaan negara. 

6. Big Data Analytics dalam 

Perpajakan 

Big Data merupakan kumpulan 

data dalam jumlah sangat besar yang 

memiliki karakteristik Volume, 

Velocity, Variety, Veracity, dan Value. 

Dalam administrasi perpajakan, Big 

Data memungkinkan otoritas pajak 

mengintegrasikan berbagai sumber 

data, seperti data perbankan, transaksi 

digital, kepemilikan aset, kepabeanan, 

hingga aktivitas ekonomi wajib pajak. 

Melalui Big Data Analytics, 

otoritas pajak dapat, mengidentifikasi 

wajib pajak berisiko tinggi, endeteksi 

transaksi yang tidak wajar, menyusun 

profil risiko wajib pajak, 

mengoptimalkan proses pemeriksaan, 

meningkatkan efektivitas penagihan 

pajak. 

 

7. Penelitian Terdahulu 

Berbagai penelitian menunjukkan 

bahwa digitalisasi administrasi 

perpajakan memberikan dampak 

positif terhadap peningkatan 

kepatuhan wajib pajak. Penelitian oleh 

OECD menunjukkan bahwa negara 

yang mengimplementasikan 

administrasi perpajakan digital secara 

terintegrasi mengalami peningkatan 

efisiensi administrasi dan penurunan 

biaya kepatuhan. 

8. Research Gap 

Meskipun telah banyak penelitian 

mengenai digitalisasi administrasi 

perpajakan, sebagian besar masih 

berfokus pada pengaruh layanan 

elektronik terhadap kepatuhan wajib 

pajak. Penelitian yang secara 

komprehensif mengkaji integrasi 

Artificial Intelligence, Big Data 

Analytics, dan Core Tax 

Administration System dalam konteks 

reformasi perpajakan Indonesia masih 

relatif terbatas. 

METODE PENELITIAN  

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan metode 
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studi kepustakaan (library research). 

Pendekatan ini dipilih karena tujuan 

penelitian adalah menganalisis 

perkembangan isu-isu kontemporer di 

bidang perpajakan, khususnya yang 

berkaitan dengan transformasi digital 

administrasi perpajakan, pemanfaatan 

Artificial Intelligence (AI), dan 

implikasinya terhadap kepatuhan 

wajib pajak di Indonesia. 

Pendekatan kualitatif dipilih 

karena mampu memberikan 

pemahaman yang lebih mendalam 

terhadap fenomena sosial, kebijakan 

publik, dan dinamika perubahan 

administrasi perpajakan yang tidak 

dapat dijelaskan hanya melalui analisis 

statistik semata. Selain itu, pendekatan 

ini relevan untuk mengidentifikasi 

hubungan antara perkembangan 

teknologi digital dengan perubahan 

perilaku kepatuhan wajib pajak. 

 

2) Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data 

sekunder yang berasal dari berbagai 

sumber terpercaya, meliputi: 

1. Artikel ilmiah nasional dan 

internasional yang membahas 

administrasi perpajakan, 

digitalisasi, Artificial Intelligence, 

Big Data, dan kepatuhan wajib 

pajak. 

2. Buku-buku akademik di bidang 

perpajakan, administrasi publik, 

dan sistem informasi. 

3. Laporan resmi organisasi 

internasional seperti OECD, IMF, 

dan World Bank.  

4. Peraturan perundang-undangan 

di Indonesia yang berkaitan 

dengan perpajakan, termasuk 

Undang-Undang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan (UU HPP), 

peraturan pelaksana, dan 

kebijakan Direktorat Jenderal 

Pajak. 

5. Publikasi resmi Direktorat 

Jenderal Pajak, Kementerian 

Keuangan, Badan Pusat Statistik, 

dan lembaga pemerintah lainnya. 

 

3) Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan 

melalui beberapa tahapan sebagai 

berikut: 

1. Identifikasi Literatur, yaitu 

mengumpulkan jurnal ilmiah, 

buku, dan laporan resmi yang 

berkaitan dengan topik 

penelitian. 

2. Seleksi Literatur, yaitu memilih 

referensi yang memiliki relevansi 

tinggi dengan fokus penelitian 

berdasarkan kualitas sumber, 

tahun publikasi, dan kontribusi 

ilmiahnya. 
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3. Klasifikasi Data, yaitu 

mengelompokkan informasi 

berdasarkan tema pembahasan 

seperti digitalisasi administrasi 

perpajakan, Artificial 

Intelligence, Big Data, kepatuhan 

wajib pajak, keamanan data, serta 

kebijakan perpajakan 

internasional. 

4. Sintesis Literatur, yaitu 

membandingkan berbagai hasil 

penelitian untuk menemukan 

persamaan, perbedaan, maupun 

kesenjangan penelitian (research 

gap) yang menjadi dasar analisis 

dalam artikel ini. 

 

4) Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan 

menggunakan analisis isi (content 

analysis). Teknik ini bertujuan 

mengidentifikasi pola, konsep, 

hubungan antarvariabel, dan 

perkembangan kebijakan yang muncul 

dalam berbagai literatur. 

Tahapan analisis meliputi: 

Reduksi data, yaitu memilih 

informasi yang relevan dengan tujuan 

penelitian. 

Penyajian data secara sistematis 

berdasarkan tema pembahasan. 

Analisis kritis terhadap hasil 

penelitian terdahulu. 

Penarikan kesimpulan melalui 

sintesis berbagai sumber yang telah 

dianalisis. 

Pendekatan ini memungkinkan 

peneliti memperoleh gambaran yang 

komprehensif mengenai 

perkembangan transformasi digital 

administrasi perpajakan serta 

implikasinya terhadap peningkatan 

kepatuhan wajib pajak. 

5) Kerangka Konseptual Penelitian 

Penelitian ini didasarkan pada 

asumsi bahwa transformasi digital 

administrasi perpajakan merupakan 

faktor utama yang memengaruhi 

efektivitas sistem perpajakan modern. 

Pemanfaatan teknologi informasi, 

khususnya Artificial Intelligence dan 

Big Data Analytics, berpotensi 

meningkatkan kualitas pelayanan, 

mempercepat proses administrasi, 

memperkuat pengawasan, serta 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

Secara konseptual, hubungan 

antarvariabel dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

Transformasi Digital Administrasi 

Pajak 

↓ 

Meningkatkan kualitas pelayanan 

digital 

↓ 
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Meningkatkan kemudahan 

administrasi 

↓ 

Meningkatkan transparansi sistem 

↓ 

Meningkatkan efektivitas pengawasan 

↓ 

Meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

↓ 

Meningkatkan penerimaan negara 

 

Namun demikian, hubungan 

tersebut dipengaruhi oleh beberapa 

faktor pendukung, antara lain: 

Kualitas infrastruktur teknologi, 

keamanan sistem informasi, 

perlindungan data pribadi, literasi 

digital masyarakat, kualitas sumber 

daya manusia, kepastian hukum, 

kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah. 

 

6) Hipotesis Konseptual (Sebagai 

Dasar Analisis) 

Meskipun penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif, 

beberapa proposisi konseptual dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

H1: Transformasi digital 

administrasi perpajakan 

meningkatkan efektivitas 

pelayanan perpajakan. 

H2: Pemanfaatan Artificial 

Intelligence meningkatkan 

kemampuan otoritas pajakdalam 

mendeteksi ketidakpatuhan 

wajib pajak. 

H3: Integrasi Big Data Analytics 

meningkatkan akurasi 

pengawasan dan pemeriksaan 

pajak. 

H4:  Kepatuhan wajib pajak 

dipengaruhi oleh kualitas 

layanan digital, kepastian 

hukum, serta tingkat kepercayaan 

kepada pemerintah. 

H5: Keberhasilan reformasi 

administrasi perpajakan 

ditentukan oleh sinergi antara 

teknologi, regulasi, sumber daya 

manusia, dan tata kelola 

pemerintahan 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Transformasi Digital 

Administrasi Perpajakan di 

Indonesia 

Transformasi digital administrasi 

perpajakan merupakan salah satu 

agenda strategis pemerintah Indonesia 

dalam mewujudkan sistem perpajakan 

yang modern, efisien, dan berorientasi 

pada pelayanan publik. Perubahan ini 

didorong oleh meningkatnya 

kompleksitas aktivitas ekonomi, 

perkembangan transaksi digital, serta 

tuntutan masyarakat terhadap 

pelayanan yang cepat, transparan, dan 

akuntabel.  
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Reformasi administrasi 

perpajakan di Indonesia dimulai 

dengan pengembangan layanan 

berbasis elektronik, seperti e-

Registration, e-Filing, e-Billing, e-

Faktur, dan e-Bupot. Inovasi tersebut 

berhasil mengurangi penggunaan 

dokumen fisik, mempercepat proses 

administrasi, dan meningkatkan 

kemudahan bagi wajib pajak dalam 

memenuhi kewajibannya.  

Namun demikian, implementasi 

transformasi digital tidak terlepas dari 

berbagai tantangan. Salah satu kendala 

utama adalah kesiapan infrastruktur 

teknologi informasi yang harus 

mampu mengakomodasi jutaan 

transaksi setiap hari. Gangguan sistem, 

keterbatasan kapasitas server, maupun 

masalah interoperabilitas antarinstansi 

masih menjadi isu yang perlu 

mendapat perhatian serius 

B. Artificial Intelligence dalam 

Administrasi Perpajakan 

Artificial Intelligence (AI) 

menjadi salah satu inovasi yang 

semakin banyak diterapkan oleh 

otoritas perpajakan di berbagai negara. 

AI memungkinkan komputer 

melakukan analisis terhadap data 

dalam jumlah yang sangat besar, 

mengenali pola perilaku wajib pajak, 

memprediksi potensi risiko, serta 

memberikan rekomendasi kebijakan 

berdasarkan hasil analisis tersebut. 

Kedua, AI mampu mendeteksi 

pola transaksi yang tidak lazim 

(anomaly detection). Melalui analisis 

jutaan transaksi secara otomatis, 

sistem dapat mengidentifikasi indikasi 

manipulasi laporan keuangan, faktur 

pajak fiktif, transfer pricing yang tidak 

wajar, maupun praktik tax avoidance 

lainnya. Kemampuan ini jauh 

melampaui metode pemeriksaan 

manual yang memerlukan waktu dan 

tenaga dalam jumlah besar. 

Ketiga, AI dapat meningkatkan 

kualitas pelayanan kepada wajib pajak 

melalui penggunaan chatbot, asisten 

virtual, dan sistem konsultasi berbasis 

kecerdasan buatan. Teknologi tersebut 

memungkinkan wajib pajak 

memperoleh informasi perpajakan 

secara cepat selama 24 jam tanpa harus 

datang ke kantor pelayanan pajak.  

C. Big Data Analytics sebagai 

Instrumen Pengawasan Pajak 

Perkembangan teknologi digital 

menyebabkan volume data perpajakan 

meningkat secara signifikan. Setiap 

transaksi ekonomi menghasilkan jejak 

digital yang dapat dimanfaatkan 

untuk kepentingan administrasi 

perpajakan. Data tersebut berasal dari 

berbagai sumber, seperti transaksi 

perbankan, perdagangan elektronik (e-
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commerce), sistem pembayaran 

digital, laporan keuangan perusahaan, 

kepemilikan aset, hingga data 

kepabeanan. 

D. Pengaruh Transformasi Digital 

terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak 

Salah satu tujuan utama 

reformasi administrasi perpajakan 

adalah meningkatkan tingkat 

kepatuhan wajib pajak (tax 

compliance). Dalam sistem perpajakan 

modern yang menerapkan self 

assessment system, wajib pajak 

diberikan kepercayaan untuk 

menghitung, membayar, dan 

melaporkan sendiri kewajiban 

perpajakannya. Oleh karena itu, 

keberhasilan sistem tersebut sangat 

bergantung pada tingkat kepatuhan 

masyarakat. 

Transformasi digital memberikan 

pengaruh positif terhadap kepatuhan 

wajib pajak melalui beberapa 

mekanisme. Pertama, digitalisasi 

menyederhanakan proses administrasi 

sehingga biaya kepatuhan (compliance 

cost) menjadi lebih rendah. Sebelum 

adanya layanan elektronik, wajib pajak 

harus datang langsung ke kantor pajak 

untuk melakukan pendaftaran, 

pembayaran, maupun pelaporan. Saat 

ini sebagian besar layanan dapat 

dilakukan secara daring, sehingga 

menghemat waktu, biaya transportasi, 

dan beban administratif. Kedua, sistem 

digital meningkatkan akurasi 

pelaporan. Validasi otomatis dalam 

aplikasi perpajakan mampu 

mengurangi kesalahan pengisian data 

dan mempercepat proses verifikasi. 

Hal ini memberikan kepastian bagi 

wajib pajak serta mengurangi potensi 

sengketa administrasi akibat kesalahan 

teknis. Ketiga, digitalisasi memperkuat 

transparansi. Wajib pajak dapat 

memantau status pelaporan, 

pembayaran, maupun administrasi 

lainnya secara langsung melalui sistem 

elektronik. Transparansi ini 

meningkatkan rasa percaya terhadap 

administrasi perpajakan dan 

mendorong kepatuhan sukarela 

(voluntary compliance). 

E. Perpajakan Ekonomi Digital 

Perkembangan ekonomi digital 

telah mengubah pola transaksi bisnis 

secara fundamental. Aktivitas 

perdagangan tidak lagi terbatas pada 

pertemuan fisik antara penjual dan 

pembeli, melainkan berlangsung 

melalui platform digital yang mampu 

menjangkau pasar lintas negara. 

Fenomena ini menimbulkan tantangan 

baru bagi sistem perpajakan 

konvensional yang selama ini 

didasarkan pada keberadaan fisik 

(physical presence). 
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F. Implementasi Global Minimum 

Tax 

Salah satu isu perpajakan 

internasional yang berkembang dalam 

beberapa tahun terakhir adalah 

penerapan Global Minimum Tax yang 

diinisiasi oleh OECD dan kelompok 

G20 melalui kerangka Pillar Two. 

Kebijakan ini bertujuan mengurangi 

praktik pengalihan laba (profit 

shifting) ke negara dengan tarif pajak 

rendah serta menciptakan sistem 

perpajakan internasional yang lebih 

adil. 

Melalui mekanisme tersebut, 

perusahaan multinasional dengan 

skala tertentu dikenakan tarif pajak 

minimum global sebesar 15 persen. 

Apabila perusahaan membayar pajak 

di bawah tarif minimum pada suatu 

yurisdiksi, negara asal perusahaan 

dapat mengenakan pajak tambahan 

sehingga insentif untuk memindahkan 

laba ke negara dengan tarif rendah 

menjadi berkurang. 

G. Perlindungan Data Pribadi 

dalam Administrasi Perpajakan 

Digital 

Digitalisasi administrasi 

perpajakan menyebabkan 

meningkatnya jumlah data yang 

dikelola oleh otoritas pajak. Informasi 

mengenai identitas wajib pajak, 

penghasilan, transaksi keuangan, 

kepemilikan aset, hingga aktivitas 

ekonomi tersimpan dalam sistem 

digital yang saling terintegrasi. Data 

tersebut memiliki nilai strategis 

sehingga harus dilindungi secara 

optimal. 

Risiko kebocoran data dapat 

menimbulkan kerugian yang besar, 

baik bagi wajib pajak maupun 

pemerintah. Penyalahgunaan 

informasi perpajakan dapat 

mengganggu privasi masyarakat, 

menurunkan kepercayaan terhadap 

institusi perpajakan, bahkan 

berpotensi dimanfaatkan untuk tindak 

pidana siber. 

H. Pembelajaran dari Praktik 

Internasional 

Beberapa negara telah 

menunjukkan keberhasilan dalam 

mengembangkan administrasi 

perpajakan digital. Singapura 

menerapkan sistem perpajakan 

berbasis digital yang terintegrasi 

dengan berbagai layanan pemerintah 

sehingga pelaporan dan pembayaran 

pajak menjadi sangat efisien. 

Australia mengembangkan 

sistem administrasi perpajakan 

berbasis analisis data yang 

memungkinkan identifikasi risiko 

kepatuhan secara lebih akurat. 

Pendekatan ini membantu otoritas 

pajak memfokuskan pengawasan pada 
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wajib pajak dengan tingkat risiko 

tinggi. 

Korea Selatan memanfaatkan 

teknologi informasi secara luas melalui 

sistem faktur elektronik dan integrasi 

data transaksi bisnis, sehingga mampu 

meningkatkan transparansi serta 

mengurangi praktik penghindaran 

pajak. 

Sementara itu, Estonia dikenal 

sebagai salah satu negara dengan 

sistem pemerintahan digital paling 

maju. Sebagian besar layanan 

perpajakan dilakukan secara 

elektronik dengan proses yang 

sederhana, cepat, dan aman. 

Pengalaman Estonia menunjukkan 

bahwa keberhasilan digitalisasi tidak 

hanya ditentukan oleh teknologi, 

tetapi juga oleh komitmen pemerintah 

dalam membangun ekosistem digital 

yang terintegrasi. 

I. Implikasi Kebijakan  

Hasil kajian menunjukkan bahwa 

transformasi digital administrasi 

perpajakan merupakan kebutuhan 

strategis dalam meningkatkan 

efektivitas sistem perpajakan 

Indonesia. Namun, keberhasilan 

implementasinya tidak hanya 

ditentukan oleh ketersediaan 

teknologi, melainkan juga oleh kualitas 

tata kelola, regulasi, kapasitas sumber 

daya manusia, serta tingkat 

kepercayaan masyarakat terhadap 

institusi perpajakan. Oleh karena itu, 

terdapat beberapa implikasi kebijakan 

yang dapat dipertimbangkan. 

1. Percepatan Implementasi Core 

Tax Administration System 

(CTAS) 

Pemerintah perlu 

memastikan implementasi Core 

Tax Administration System 

(CTAS) berjalan secara optimal 

melalui penguatan infrastruktur 

digital, peningkatan kapasitas 

server, serta integrasi data 

dengan kementerian dan lembaga 

lain. Sistem yang terintegrasi 

akan mempercepat proses 

administrasi, mengurangi 

duplikasi data, serta 

meningkatkan akurasi informasi 

yang digunakan dalam 

pengawasan perpajakan. 

2. Penguatan Tata Kelola Artificial 

Intelligence 

Pemanfaatan Artificial 

Intelligence dalam administrasi 

perpajakan perlu diatur melalui 

kebijakan yang menjamin 

transparansi, akuntabilitas, dan 

keadilan. Pemerintah perlu 

menyusun pedoman penggunaan 

AI yang mengatur: mekanisme 

pengembangan algoritma; 

standar kualitas data; audit 

terhadap sistem AI; perlindungan 
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hak wajib pajak; mekanisme 

keberatan apabila keputusan 

berbasis AI menimbulkan 

kerugian. 

3. Penguatan Keamanan Siber dan 

Perlindungan Data 

Transformasi digital harus 

diikuti dengan investasi pada 

keamanan informasi. Pemerintah 

perlu mengembangkan sistem 

keamanan yang memenuhi 

standar internasional melalui; 

enkripsi data, autentikasi multi-

faktor, pemantauan ancaman 

siber secara berkelanjutan, audit 

keamanan sistem, peningkatan 

kapasitas sumber daya manusia 

di bidang keamanan informasi. 

4. Peningkatan Literasi Digital 

Wajib Pajak 

Masih terdapat kesenjangan 

kemampuan digital di kalangan 

masyarakat, khususnya pelaku 

UMKM dan wajib pajak di 

daerah. Oleh karena itu, 

pemerintah perlu memperluas 

program edukasi melalui; 

pelatihan penggunaan layanan 

digital perpajakan; penyediaan 

pusat bantuan daring 

(helpdesk);penyuluhan 

perpajakan berbasis komunitas; 

kerja sama dengan perguruan 

tinggi, asosiasi profesi, dan 

organisasi dunia usaha. 

J. Penguatan Kerja Sama 

Internasional 

Globalisasi ekonomi 

menyebabkan transaksi lintas negara 

semakin kompleks. Oleh karena itu, 

Indonesia perlu memperkuat kerja 

sama internasional dalam: pertukaran 

informasi perpajakan; implementasi 

standar OECD; penanganan 

penghindaran pajak lintas negara; 

pengawasan perusahaan digital 

multinasional. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Transformasi digital administrasi 

perpajakan telah menjadi bagian 

penting dari reformasi sistem 

perpajakan modern. Pemanfaatan 

teknologi informasi, Artificial 

Intelligence, Big Data Analytics, dan 

Core Tax Administration System 

memberikan peluang besar untuk 

meningkatkan efisiensi administrasi, 

kualitas pelayanan, serta efektivitas 

pengawasan terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

Digitalisasi mampu menurunkan 

biaya kepatuhan, mempercepat proses 

administrasi, meningkatkan akurasi 

data, serta memperkuat kemampuan 

otoritas pajak dalam mendeteksi 

praktik penghindaran maupun 

penggelapan pajak. Di sisi lain, 

implementasi teknologi juga 

menghadirkan tantangan berupa 
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perlindungan data pribadi, keamanan 

siber, transparansi algoritma AI, serta 

kesiapan sumber daya manusia. 

Keberhasilan reformasi 

administrasi perpajakan tidak hanya 

ditentukan oleh kecanggihan 

teknologi, tetapi juga oleh kualitas 

regulasi, tata kelola pemerintahan, 

kepastian hukum, dan tingkat 

kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah. Oleh karena itu, 

transformasi digital harus dilakukan 

secara bertahap, inklusif, dan 

berorientasi pada pelayanan publik. 

Selain itu, Indonesia perlu 

memperkuat sinergi antara inovasi 

teknologi, pengembangan sumber 

daya manusia, dan kerja sama 

internasional agar mampu 

menghadapi dinamika ekonomi digital 

serta perkembangan kebijakan 

perpajakan global. 

Dengan pendekatan tersebut, 

transformasi digital diharapkan tidak 

hanya meningkatkan penerimaan 

negara, tetapi juga menciptakan sistem 

perpajakan yang lebih adil, transparan, 

adaptif, dan berkelanjutan. 

Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan studi kepustakaan 

sehingga analisis yang dilakukan 

didasarkan pada berbagai literatur, 

regulasi, dan hasil penelitian 

terdahulu. Penelitian ini belum 

menggunakan data primer, seperti 

survei atau wawancara terhadap wajib 

pajak maupun pejabat Direktorat 

Jenderal Pajak. 

Selain itu, implementasi 

teknologi digital di bidang perpajakan 

masih terus berkembang, sehingga 

perubahan kebijakan di masa 

mendatang dapat memengaruhi hasil 

analisis yang disajikan dalam artikel 

ini. 
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